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I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara yang mayoritas ummat muslimnya terbanyak didunia. Namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia khususnya  masayarakat yang beraga Islam  di dalam menjalankan hubungan untuk membentuk suatu ikatan (rumah tangga), dicapainya melalui suatu jalan pintas yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Sehingga seringkali banyak menyebabkan hubungan dalam rumah tangga berantakan, bahkan bisa jadi berujung pada perceraian. Hal ini tentunya bukan merupakan suatu harapan yang ingin dicapai dari suatu hubungan dalam rumah tangga, sebagaimana tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal ini senada dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia itu adalah (zoon politicon) mahluk sosial. Sesuai dengan kedudukan manusia adalah sebagai mahluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya.  Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjrkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan. Apabila perkawinan yang dilakuka hanya semata-mata untuk melampiaskan hawanafsu saja tanpa ada ke inginan untuk mendapatkan keturunan, maka perkawinan tersebut tidak sesuai dengaan ajaran syari’at Islam. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka.
Perlu diingat bahwa anak sah menurut undang-undang ini adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.

Kasus nikah siri Aisyah Muchtar dengan Moerdiono merupakan salah satu contoh yang dapat kita jadikan pelajaran. Hal ini berakibat pada status nasab anak yang dilahirkan Aisyah Muchtar yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan yang tidak mempunyai ikatan perdata terhadap ayah biologisnya.

Dari kasus nikah sirri yang dialami Aisyah Muchtar di atas pihaknya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk uji materil terhadap Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi ‘tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’, serta terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa ‘anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’.
Dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah Status Hukum Perkawinan Sirri menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan ? 2). Bagaimanakah Status Anak Akibat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?  3). Bagaimanakah Hak-hak Anak Terhadap Orang Tua Ayah Biologisnya Akibat Perkawinan Sirri ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui status hukum Perkawinan Sirri menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. 2) Untuk mengetahui status anak akibat Perkawinan Sirri menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan setelah berlakunya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 3) Untuk mrengetahui hak-hak anak terhadap ayah biologisnya akibat Perkawinan Sirri.
Adapun manfaat penelitian,  1) Manfaat secara akademis yaitu Sebagai salah satu syarat akademis untuk memenuhi derajat strata satu (S1) dan diharapkan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berguna bagi dunia pendidikan khususnya dibidang hukum. 2) Manfaat secara praktis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik untuk masyarakat maupun pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) dan dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3) Manfaat secara teoritis yaitu Peneilitan ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yaitu berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan  hukum perkawinan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konsepkutual. Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan.
II.  PEMBAHASAN

Status Perkawinan Sirri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Perkawinan merupakan perbuatan mulia yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan sifatnya hanya sementara waktu lalu kemudian putus lagi. Atas dasar ikatan lahir dan bathin tersebut dimungkinkan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam sosial kemasyarakatan.
Masalah Perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, diantaranya adalah:
Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 5 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 7

(1) Perkwinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah  yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b) Hilangnya Akata Nikah;

c) Adanya keterangan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nkah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Menurut Syekh Jad al-Haq Ali Syekh al-Haq ketentuan yang mengatur pernikahan dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Peraturan syara’, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya pernikahan. Peraturan ini adalah peratur yang ditetapkan oleh syari’at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan qabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara’, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beagama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan Kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti  yang telah dibentangkan dalam kajian fiqh. 

2. Peraturan yanag bersifat tawsiqy, yaitu peraturan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat  dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Berkenaan dengan nikah sirri para Ulama empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diantaranya adalah:

1. Malikiyyah: menyatakan bahwa nikah sirri dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (min aushafiz zina).

2. Syafi’iyah dan Hanafiyah: mengatakan bahwa nikah sirri dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya suatu pernikahan, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat sunnah.

3. Hambaliyah: memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai serta wali dan saksinya.
Adapun dalam perkembangannya, perkawinan sirri yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan perkwinan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun dari suatu pekawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam. Namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh pemohon yaitu Aisyah Mochtar menurut hukum Islam adalah sah, karena rukun dan syarat sahnya perkawinan sudah sesuai dengan syari’at Islam.
Namun berdeda halnya dengan dengan hukum positif Indonesia, bahwa nikah  sirri tidak sah, karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Status Anak Akibat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki.
Seorang anak dapat dikatakann sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 100 KHI, yaitu “bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun kejelasan status anak hasil kawin sirri dapat di lakukan dengan pembuktian mengenai asal-usul anak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 

Sehingga dengan adanya uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang berbunyi “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Penting untuk diketahui bahwa putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebutkan soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Dimana hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.

Hak-hak Anak terhadap Ayah Biologisnya Akibat Perkawinan Sirri
Berkaitan dengan hak-hak anak dari hasi perkawinan sirri/perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Dari ketentuan Pasal yang diatur dalam Pasal 45 tersebut di atas bahwa orang tua mempunyai kekuasaan teradap anak. Yang mana kekuasaan yang dimaksud adalah berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya secara bersama-sama antara ayah dan ibunya. Uraian mengenai kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya meliputi:

a) Pemeberian nafkah hidup untuk kelangsungan hidupnya

b) Pemberian biaya pendidikan sekolah anak

c) Pemberian tempat tinggal yang layak

d) Pemberian pakaian

e) Mengawasi segala tingkah laku anak

f) Memberi pengasuhan kepada anak dengan sebaik-baiknya

Apabila mencermati dari Putusan MK, maka hak-hak anak hasil perkawina yang tidak dicatatkan adalah:

(a) hak untuk mengetahui asal-usul kedua orang tuanya (ayah dan ibunya)

(b) hak mendapatkan biaya pendidikan dari ayah dan ibunya

  (c) hak mendapatkan akta kelahiran dalam administrasi kependudukan

Sedangkan kalau ditinjau dari segi hukum Islam kita ketahui bahwa anak merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan di didik dengan penuh kasih saying dari kedua orang tua. Terutama bagi seorang ayah yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap istri dan anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memlihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”.  Sementara dalam KHI tidak ada disebutkan terkait dengan hak-hak anak luar nikah/hasil dari kawin sirri. Namun mengacu pada fatwa MUI yang dibuat pada 10 Maret 2012 , setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF  adalah sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. 

4. Pezina dikenakan hukuman hadd (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur’an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. 
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
Dalam fatwa MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

III.  PENUTUP
Kesimpulan

Perkawinan sirri merupakan perkwinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat dari suatu pekawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam. Namun apabila perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali dan saksi maka perkawinan tersebut tidak sah.
Menurut para ulama empat mazhab masing-masing berbeda pendapat tentang perkawinan sirri, yaitu:
a. Malikiyyah: menyatakan bahwa nikah sirri dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (min aushafiz zina).

b. Syafi’iyah dan Hanafiyah: mengatakan bahwa nikah sirri dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya suatu pernikahan, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat sunnah.

c. Hambaliyah: memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai serta wali dan saksinya.
Namun berdeda halnya dengan dengan hukum positif Indonesia, bahwa nikah  sirri tidak sah, karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Status hukum anak hasil perkawinan sirri menurut Hukum Islam, KHI dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 hanya memiliki hubungan keperdataan  dengan ibunya serta keluarga ibunya saja dan tidak memilki hubungan apapun dengan ayah yang menyebabkan keberadaannya. Sehingga anak tersebut dalam hal nasab dan kewarisan tidak ada hubungan dengan ayahnya. Akan tetapi didalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak diluar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah bilogisnya selama dapat dibuktikan dengan tehnologi dan ilmu pengetahuan. Serta anak yang lahir dari perkawinan sirri disebut dengan anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan bukan anak yang luar kawin, karena tidak pantas anak yang lahir dari perkawinan yang sah menuurut agama disebut dengan anak luar kawin.
Berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak-hak anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu:

a) Pemeberian nafkah hidup untuk kelangsungan hidupnya

b) Pemberian biaya pendidikan sekolah anak

c) Pemberian tempat tinggal yang layak

d) Pemberian pakaian

e) Mengawasi segala tingkah laku anak

f) Member pengasuhan kepada anak dengan sebaik-baiknya

g) hak untuk mengetahui asal-usulkedua orang tua (ayah dan ibunya)
h)  hak mendapatkan biaya pendidikan dari ayah dan ibunya
i) hak mendapatkan akta kelahiran dalam administras
Namun berdasarkan Hukum Islam melalui Fatwa MUI bahwa seorang anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki hak yaitu: seorang anak berhak mendapatkan harta setelah ayahnya meninggal dunia melalui wasiat wajibah.
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